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ABSTRAK 

 

 

(A) Nama    : Mia Sumiati Nim: 217211018  

(B) Judul                    : KEWENANGAN PPAT DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK  

DIKAITKAN DENGAN KONTRA PRESTASI DALAM PEMBAGIAN 

HIBAH TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 652 K/AG/2019 ). 

 

(C) Halaman   : 261 

(D) Kata Kunci  : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hibah Tanah, Akta, Kewenangan, Prestasi, 

   Kontra Prestasi. 

(E) Isi Abstrak :  

PPAT dalam Pasal 1 angka 1Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah 

adalah seorang pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu yang 

berkaitan dengan tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, Pasal 1666 KUHPerdata 

menjelaskan hibah adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan 

cuma-cuma, bagaimanakan kewenangan PPAT dalam membuat akta otentik dikaitkan dengan 

kontra prestasi dalam pembagian hibah tanah, bagaimanakah pertimbangnan hakim dalam kontra 

prestasi dalam pembagian hibah tanah berdasarkan studi putudan nomor 652K/Ag/2019. metode 

penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis, Jenis dan Sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder dengan metoden pendekatan yaitu pendekatan kasus dan data 

undang-undang, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kepustakaan, analisis data 

dilakukan secara analisis yuridis dengan mengunakan silogisme deduktif. Hasil penelitian yang 

dipreroleh adalah Seorang PPAT seharusnya telah mengetahui terkait akta yang akan dibuatnya, 

akan tetapi didalam kasus tersebut juga dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang hibah, 

bahwa hibah harus dilakukan dengan cuma-cuma, tidak diindahkan kasus tersebut, sehingga 

hibahnya kurang tepat dikarenakan menghibah adanya kontra prestasi, melihat pertimbangan 

hukum oleh hakim tersebut harus dilihat peraturan dan kasus yang ditangani agar tidak menjadi 

suatu preseden yang salah dikemudian hari, disimpulkan bahwa kewenangan seorang PPAT 

adalah membuat akta otentik yang berkaitan dengan tanah, dimana apabila aktanya bermasalah 

maka PPAT tersebut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, kemudian seorang hakim juga 

harus bertanggung jawab akan putusan yang diputuskannya agar menjadi preseden yang benar 

dikemudian hari. 

(F) Acuan    : 46 (2002-2022), 8 Peraturan Perundang-Undangan, 2 Kamus, 4 Jurnal, 6 

Intrnet. 

(G) Pembimbing  : Prof, Dr. Mella Ismelina F.R.,S.H.,M.Hum. 

(H) Penulis   : Mia Sumiati 
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